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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4846); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1726); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 

2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 

14. Peraturan Daerah Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 

69); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan :  
 

KESATU : Tim Koordinasi, Pengelola Pengaduan dan Pejabat 

Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N) dengan Aplikasi Layanan Aspirasi 

dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Pemerintah 

Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan 

Bupati; 
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Pejabat Penghubung : 

No. SKPD Jabatan 

1 2 3 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Kasubbag Umum 

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan Kabag Umum 

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Sekretaris 

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

6. Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Seruyan 

Sekretaris 

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

10. Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

12. Dinas  Sosial Kabupaten Seruyan Sekretaris 

13. Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman  dan 

Pertanahan  Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Sekretaris 

15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Seruyan 

Sekretaris 

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, PP dan KB Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, Perindustran dan Perdagangan 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Seruyan 

Sekretaris 

22. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Sekretaris 

23. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Sekretaris 

24. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Sekretaris 

25. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Sekretaris  










